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€ BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

N B 7 J1. Ir, H. Juanda Kel. Tanjung Laut. Telp. (0548) 21030 (Eks, Kantor Satpol PP)

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BONTANG

NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2023 - 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BONTANG

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja
badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan
indikator kinerja utama:

2. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan
Surat Keputusan mengenai penetapan indikator kinerja utama
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962):

2. Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia tentang Pemerintah Daerah Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4641):

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah:

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah:



Menetapkan

PPERTAMA

KEDUA

KETIGA

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
merupak acuan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan
Anggaran. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, Menyusun Laporan
Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan
Dokumen Rencana

Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
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